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H JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-002/3.A/1/1992.
TENTANG
PIENATARAN JAKSA KIIUSUS NARKOTTKA DAN
PENATARAN JAKSA KHUSUS KEPERDATAAN
TAHUN 1991/1992
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang . bahwa untuk meningkatkan Integritas Kepribadian, Kemampuan Teh =

nis Profesional dan Disiplin Nasional para Jaksa dan dalam rang-
ka untuk membentuk aparat pencgak hukum yang handal dan terper -

i caya terutama peningkatan pengetahuan dan spesialisasi yang ting

! S gi, maka dipandang perlu menyelenggarakan Penataran Jaksa Khusus
& Narkotika dan Penataran Jaksa Khusus Keperdataan Tahun 1991/1992.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik -
Indonesia ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 ten
tang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
& Indonesia ;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/JA/
6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Re
publik Indonesia ;
4. Daftar Isian Proyek Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun
1991/1992.
MEMUTUSKAN
Menetapkan + KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK TNDONESTA TENTANG PENATARAN JAKSA
- KIUSUS NARKOTTKA DAN PENATARAN JAKSA KIIUSUS KEPERDATAAN TAHUN
1991/1992.
5 :
PERTAMA ) : Tempat dan Penyelenggara Penataran.

1. Penataran diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ke

jaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta,
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Penyelenggara penataran adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

¢ Peserta Penataran.

Peserta penataran adalah para Jaksa pada Kejaksaan Agung Re
publik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se
luruh Indonesia.

Jumlah peserta masing-masing penataran sebanyak 30 ( tipga -
pulull } orang yang rincian nama-namanya akan ditentukan -
oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

: Tujuan Penataran,

Meningkatkan Integritas Kepribadian, Kemampuan Telnis Profesio

nal dan Disiplin Nasional sehingga diharapkan para pejabat Ke

jaksaan lebih berkemampuan dalam melaksanakan tugas pemberan -

tasan narkotika dan keperdataan, tugas penegakan hukum, pemba-
ngunan dan missi keadilan yang dilandasi dengan semangat peng-
abdian yang tinggi.

1.

2,

3.

1.

: Kurikulum dan Para Pengajar.

Jumlah kurikulum/mata pelajaran tercantum dalam Lampiran I
dan Lampiran V..

Jumlah jam pelajaran seluruhnya dari masing-masing penatar
an adalah 260 jam @ 40 menit untuk setiap mata pelajaran.

Para pengajar terdiri dari pejabat-pejabat Kejoksaan Agung
Republik Indonesia, Widyaiswara Pusdiklat Kejaksaan Agung
Republik Indonesia dan pejabat-pcjabat dari Instansi lain
yang rincian nama-namanya tercantum dalam Lampiran II dan

Lampiran VI,

+ Jangka Waktu Penataran,

Masing-masing penataran diselenggarakan selama 1 ( satu )
bulan dan para peserta diwajibkan masuk asrama.

. Penataran dimulai pada tanggal 14 Januari 1992 dan akan di .

tutup pada tanggal 28 Februari 1992.

. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja pagi, siang dan

sore hari.-

. Pedoman kegiatan sehari-hari tercantum dalam Lampiran 111

dan Lampiran VII.



I}

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

-3 -

. Penilaian dan Penghargaan.

1. Selama mengikutl penataran terhadap setiap peserta dilakukan
pengamatan untuk penilaian prestasi antara lain pemecahan ma
salah/diskusi kasus, geladi, seminar dan pentlaian kepribadl
an masing-masing yang cara-caranya diatur datam ketentuan -
tersendiri.

2. Kepada merecka yang telah selesai mengikuti penataran diberi-
kan Piagam telah mengikutl penataran yang ditandatangant -
oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaom  Agung
R.TI.

: Pembiayaan.

Biaya penyelenggaraan penataran ini dibebankan scluruhnya kepada
anggaran Daftar Isian Proyek ( DIP ) Kejaksaan Agung R.T. Tahun

1991/1992 Nomor : 028/V1/3/--/1991 seperti tercantum dalam fam -
piran IV dan Lampiran VIII.

: Tanggung Jawab Penataran.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan bertanggung jn&ah kepada -
Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Penataran -
Jaksa Khusus Narkotika dan Penataran Jaksa Khusus Keperdataan Ta
hun 1991/1992,

tPenutup,

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan

| lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatiban.

‘2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan -
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, mika
akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Jdi Jakarta,
. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, di Jakarta.
Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta.
Koordinator Staf Ahli. di Jakarta.

. Para Sekretaris Jaksa Agung Muda, di Jakarta.

o NS, B - P B S R o

. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Aaung RT, di
Jakarta.

~J

. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RT, di Jokarta,
8. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung R, di Jakarta,
9, Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta.

10. Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Kejaksaan Agung RI,
di Jakarta.

11. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
12, A v s 1 p. -
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LAMPIRAN I, KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-002/3.A/1/1992.

TANGGAL . 13 JAWUART 1992.

SEMINAR PENATARAN JAKSA KHUSUS NARKOTIKA.
TAHUN..1891/1992.

1. PERANAN KEJAKSAAN DALAM MENANGGUIANGI BAHAYA NARKOTIKA,

1~

. PENANGANAN PERKARA NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO.5 TAHUN 1991,

. PEMBINAAN GENERASI MUDA DALAM MENGHADAPI BAHAYA NARKOTIKA.

[}

yJA y P INDO#SIA,
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<> DAFTAR KURTKULUM, SYLABUS DAN JUE:H

o)

pilan berhubungan dengan manu -
sia ( human skill ).

diri dan kepada orang lain.

. Keterampilan yang diperlukan

dalam kerja sama kelompok,

Esnolnaan solidaritas dan si
:ap keria kelompok.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBL..
- JAM PELAJARAN PADA PENATARAN JAKSA - LDONESTA
A . -
KHUSUS NARKOTIKA TAHUN 1991/1992. NOMOR * KEP-002/3.2/1/1992.
TANGGAL : 13 JANUART 1992. N
» ~ | | cLaDI/ | JUMLAH
No. MATA PELAJARAN TUJUAN PELAJARAN SYLABUS KULIAH |DISKUSI : SEMINAR | P. LAP JAM
1 2 3 4 5 6 | 7 8 9
1. KELOMPOK DASAR ‘
1. Agama dan Budi Pekerti. | Menanamkan arti pentingnya si - . Agama-agama yang diakui di y) 4 6
kap moral bagi para Jaksa/Peja- Indonesia. :
bat Kejaksaan dalam pelaksanaan . . . .
tugasnya sebagai alat Negara Pe . Moralitas budi pekerti.
negak Hukum. 3. Moralitas Mental.
2. P4, UUD 1945, GBHN dan | Menanamkan pengertian tentang - . Hubungan Pancasila, UUD 1945 4 6 10
Doktrin Kejaksaan. Pancasila sebagai Dasar Negara, dan GBHN. '
pandangan hidup dan kepribadian {. ., S )
bangsa Indonesia dan peranan Ke ) Pera?ig %2%2????2 d%égnlgzgg
Jaksaan dalam mengamankan serta 17" "dan CBHN ?
mengamalkan Panc3511a, JUD 1945 )
dan GBHN. . Pengertian Doktrin Tri Krama
. * " Adhvaksa "Sertaperanannya” da
Memberikan pemahaman tentang -
isi doktrin Kejaksaan Tri Krama iﬁﬁ peleksanaan penegakan hu
Adhyaksa sehingga para siswa me )
miliki jiwa kesetiaan terhadap- . Kaitan Tri Krama Adhyaksa de
Pancasila, UUD 1945, KORPS dan ngan tiap-tiap bidang tugas. 1
Pimpinan, jujur pada diri sendi f
i dan sesama serta bijaksana - !
dalam menjalankan tugas. ;
3. Dinamika Kelompok. Melatih! engembangkan keteram - . Pengertian kepekaan terhadap 10 % 10
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Pola Membina Rasa Ke -
adilan. -

Peraturan Urusan DaYtam
Kejak saan

PBEB, PPM dan TUM.

- Menanamkan pengertian dan pe-
mahaman tentang keadilan dan
hal-hal penting yang perlu di
perhatikan dalam memberikan -
argumentasi tinggi/rendahnya
tuntutan pidana.

- Membina agar setiap warga Ke-
jaksaan memahami dan mengha -
yati rasa keadilan yang tum -
buh dalam masyarakat sebagai-
ujung tombak aplikasinya bagi
Kejaksaan adalah pada pekerja
an Jaksa P.U. pada baglan Re-
‘quisitoir.

| - Melatih kemampuan memberikan

argqumentasi tentang tinggi/
Ten dhnya tuntutan pidana.

Menanamkan pengertian dan pema-
haman tentang Peraturan Urusan-
Dalam Kejaksaan dalam rangka me
wujudkan peningkatan penegakan-
pembinaan, pé eliharaan disip -
1in, ketertiban keamanan dan ke
sejahteraan pegawal di lingkung
an Kejaksaan B

Untuk menanamkan budaya dalam -
tata cara kehidupan di dalam pe
laksanaan tugas maupun kehidup-

1.

Argumentasi dalam menyampaikan
tuntutan keadilan.

Hulkum dan Keadilan.

Cara-cara menangkap rasa kea:-
dilan masyarakat.

Hal-hal penting yang perlu di-
perhatikan dalam memberikan ar
qumentasi tinggi/rendahnya tun
tutan pidana sehingga masyara-|
kat menerima sebagai hal yang
patut/wajar.

KEPJA R.I. No.KEP-091/JA/I1/
1990 tentang Peraturan Urusan
Dalam Kejaksaan R.I.

Petunjuk pelaksanaan No.JUK-
LAK-002/B/11/1990 tentang Per
aturan Urusan Dalam Kejaksaan
R.I.

KEPJA RI No.KEP-005/JA/1/

1989 tentang hubungan Masyara’| -

kat dan Protokol.

Surat Edaran Jaksa Agung R.I
No.SE-006/JA/8/1990 tentang
Petunjuk Pelaksanzan Tugas-tu
gas Hubungan Masyarakat dalam
lingkungan Kejaksaan R.I.

PBB

a. Gerakan di tempat tanpa
senjata.

»
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1 2 3 4
an sehari-hari yang diarahkan b. Perubahan arah.
pada terbentuknya suatu watak ) . t
dalam suatu wujud ketahanan - c- Sz;?gig.berjalan anpa
mental/physik, sikap peri la- i
ku yang korek dan disiplin - 2. PP M
yang tinggi sehingga dapat me a. Penghormatan Perorangan
mumbuhkan wibawa. tanpa senjata.

b. Penghormatan rombongan-
pasukan/kelompok dalam
keadaan berjalan.

c. Penghormatan biasa seba
gal pengganti penghor -
matan kebesaran.

d. Penyvampalan Laporan.

3. TUM
Rencana Upacara.
IT. KELOMPOK TEHNIS
1. Undang-Undang No. 9 Meningkatkan penguasaan dan 1. UU No. 9 Tahun 1976.

Tehun 1976 tentang
Narkotika.

pemahaman tentang Penmdang-
undangan Narkotika 1976.

a. Penjelasan jenis-jenis
narkotika.

b. Perbuatan yang dilarang
dan perumusan delik.

c. Penjelasan unsur tanpa
hak dalam pasal 23 di-
kaitkan dengan kewenang
an Menteri Kesehatan -
untuk memberikan ijin-
seperti dimaksud dalam
pasal 5.

d. Ketentuan tentang wajib
lapor bagi orang atau -
badan yang melakukan ke
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Undang-Undang No. 8 Ta-
hun 1976 tentang Penge-
sahan Konvensi Tunggal-
Narkotika 1976 beserta-
Protokol Yang Mengubzh-
nya.

Meningkatkan penguasaan dan
pemahaman tentang usaha ber
sama antara negara-negara -
untuk mencegah dan memberan
tas kejahatan narkotika.

2. UU. No. 9 Tahun 1976 dikait
kan dengan UU No. 9 Talum -
1960 tentang Pokok-pokok Ke
sehatan serta peraturan pe:
laksanaannya :

2.

a.

TR g

Komensi Tunggal Narkotika
1961 :

. Prioritas tentang penyi-

. Keputusan Menteri Kese -

. Peraturan Menteri Kese -

giatan tentang narkotika.

dikan, penuntutan dan pe
meriksaan di depan Penga
dilan perkara narkotika.

Keputusan Menteri Kese -
hatan No. 195/Men Kes/SK
/8/1977 tentang Penetap-
an Alat-alat dan bahan-
bahan sebagai barang di
bawah pengawasan.

hatan No. 196/Men Kes/8/
1977 tentang narkotika -
yang dilarang: igunakan-
untuk keperluan pengobat
an.

hatan No. 28/Men Kes/PER
1/1978 tentang Penyimparn
an narkotika.

No. 8 Tazhun 1976 :

tlaksud dan tujuan

Persyaratan terhadap pa
sal 48 ayat (2) Konven-
si Tunggal Narkotika -
1961.

-y

=)

10
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Pengertian Narkotika dan
Psikotropika.

| Sejarah Narkotika.

Meningkatkan penguasaan dan
pemahaman tentang pengertian
dan perumusan narkotika ter-
masuk bahan-bahan sintetis -
nya yang disebut golongan -
psikotropika.

Meningkatkan penguasaan dan

pemehaman tentang sejarah pe
makaian dan daerah penanaman
bahan-bahan narkotika seba -
gal sumber peredaran gelap -
narkotika.

2.1.

[Q%]

. Perumusan dan penjelasan -

. Penielasan konvensi Bahan

. Sejarah pemakaian bahan -

. Daerah peneneman bahan -

1

- Penjelasan pasal demi - |
pasal terutama tentang

cara-cara pengawasall DAr;

kotika. i

Protokol Yang Mengubah Kon!
vensi Tunggal Narkotika
1961 ’

- Penjelasan pasal demi pa]
sal.

tentang narkotika yang me-

liputi antara lain :

a. Opilum dan semua alkalo-
idnya.

b. Daun Koka, Kokain dan
turunan ekgonina dan ko
kain.

c. Cannabis dan damar Can
nabis.

d. Semua senyawa sintetis
yang sifatnya seperti-
morfin,

Penjelasan tentang jenis
psikotropika antara lain :

a. Halusinogen.
b. Stimulan.
¢. Depresan.

Psikotropika Tahun 1971,

bahan narkotika. |

bahan narkeotika :

1
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Unsur-unsur Kandungan
dari pada narkotika -
dan Psikotropika.

Pengenalan jenis-jenis
Narkotika dan Obat Ber
bahaya.

' Penyalah gunaan narkotikaj
i Serta Akibatnva. :

Meningkatkan penguasaan dan pe
mahaman tentang unsur-unsur -
kan ungan secara kimiawi dari-
pada narkotika dan bahan psiko
tropika lainnya. -

Meningkatkan penguasaan, pema- |-

haman dan pengenalan tentang -
jenis, pengolahan serta ciri -
ciri narkotika dan obat berba-
haya.

meningkatkan penguasaan dan pe

. mzhaman tentang penyalahgunaan

narkotika serta akibatmya baik

= UQP-h('DFhOCJ"m

i
a. Daerah Segi Tiga Emas }
( The Golden Triangle ) :
Burma, Thailand dan Laos.i

b. Daerah Bulan Sabit Emas
( The Golden Cresent ) :
Iran, Afganistan dan Pa -
kistan. '

c. Daerah Pegunungan Andes.
d. Ladang gelap ganja.
3. Perdagangan gelap narkotika.

Penjelasan tentang unsur-unsur
dan sifat kandungan kimiawi da
ri pada :

. Ganja

Morphin

. Cocaine
Heroin

L.S.D.
Rasbital

Dan lain-lain.

Narkotika antara lain :

a. Papaver

b. Koka

c. Ganja

d. Narkotika sintetis

. Obat berbahaya

a. Halusinogen
b. Stimulan
c. Deppresan

[~

1. Narkotika sebagai salah satu
obat yvang dibutuhkan baikda
lam dunia pengcbatan maupun ;

1t

1
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Peta Kriminil tentang .
Narkotika.

Pola Operasi penyelesai-
an Perkara Narkotika.

tanggal 21 April 1988.

terhadap orang yang bersangkut-
an maupun terhadap masyarakat ,
bangsa dan negara.

Meningkatkan penguasaaniddn pe
mahaman tentang daerah penyebar-
an tinddk pideéna narkotika di-—
seluruh Indénesia.

Meningkatkan penguasaan dan pe
mahaman tentang Pola Operasi =
Penyelesaian Perkara Narkotika
sebagai pelaksanaan Pokok-pokok
Kebljaksanaan Jaksa Agung R.I.

guna tujuan penelitian ilmiah.
Z. Bentuk:iddn cara penyalahguna-

an narkdatikaidén obat berbaha

ya. B
3. Akibat penyalah gunaan.narko-

tika &n obat berbahaya terha

dap :

a. Korban ( Adlict ).

b. Masyarakat.
c. Bangsa dan Negara.

Penjelasan tentang :

"a. Daerah-daerah rawan terjadi -
nya tindak pidana narkotika -
di seluruh wilayah In onesia.

b. Bentuk kejahatan/pelanggaman
yang dilakukan.

c. Faktor-faktor pendérong/penye
bab timbulnya kejahatan/pe -
langgaran.

d. Tingkat penyelesaian perkara.
e. Hasil Operasi Tunas.

1. Pokok-pokok Kebijaksanaan Jak
sa Agung R.I. tanggal 21 Ap -
ril 1988.

2. Keputusan Jaksa Acung R.I. No
mor : KEP-085/JA/8/1988 tang-
gal 5 Agustus 1988 tentang Po
la Operasi Bidang Tindak Pida
na Umum dan Pola Operasi Masa
lah Tindak Pidéna Umum. -
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10.

11.

Langkah-Langkah Penanggu
langan Penyalahgunaan -
Narkotika.

Pedoman Tuntutan Pidana
dan Eksekusi Barang Buk-
ti Perkara Narkotika.

Meningkatkan penguasaan dan pe

mahaman tentang kegiatan penang

gulangan penyalahgunaan narko-
tika.

Meningkatkan penguasaan dan pe

. mahaman tentang kebijaksanaan-
+ Pimpinan RKejaksaan mengenai -
© tuntutan pidana dan tata cara-
' eksekusi barang bukti perkara-
- narkotika.

. Instruksi Jaksa Agung R.I. No

mor : INS-008/JA/8/1988 tang-
gal 5 Agustus 1988 tentang Pe
laksanaan Pola Operasi Bidang
Tindak Pidana Umum dan Pola -
Operasi Masalah Tindak Pidana

. Surat Perintah Jaksa Agung Mu

da Bidéng Tindak Pidana Umum
kepada seluruh jajaran Kejak-
saan untukimelaksanakan Opera
si Peningkatan Penyelesaian -
Perkara-perkara yang menarik-
perhatian/meresahkan masyara-
kat, penyalahgunaan narkotika
dan perkara pelanggaran lalu-
lintas dan lain-lainnya de -
ngan nama Sandi Operasi Tente
ram dan Operasi Tunas Nomor
PRIN-19/E/8/1988.

. Upaya di bidang Preventif :

a. Perundang-undangan.
b. Kerjasama Internasional.
c. Penyuluhan.

2. Upaya di bidang Represif.

3. Upaya di bidang Pembinaan :

- Therapi dan rehabilitasi.

. SEJA Nomor : SE-003/JA78/1988

tentang Pedoman Tuntutan Pida
na.

. Surat Jaksa Agung Muda Bi -

dang Tindak Pidana Umum Nomor
: B-708/E/Ept/9/1988 tentang-
Pelaksanaan SEJA Nomor : SE-
003/J4/8/1988.

10

10
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12.

Bakolak Inpres 6 féﬁun
1971,

Ordonansi Bahan-bahan bez

Meningkatkan penguasaan dan pe
mahaman tentang Bakolak Inpres
6 Tahun 1971 terutama mengenai
tugas, wewenang dan hasil-ha -
sil yang telah dicapai khusus-
nya di bidang narkotika.

Meningkatkan penguasaan dan pe

bahaya Tahun 1949,

mahaman tentang bahan-bahan -

| yang berkomposisi bahaya terha

' dap kesehatan manusia sesuai -
Keputusan Pemerintzh.

. Surat Jaksa Agung Muda Bidang

. SEJA Nomor : R-001/A.6/1/1986
. SEJA Nomor : 002/J4/4/1989 -

. Surat Edaran Jaksa Agung-RI -

Penjelasan tentang -
1. Instruksi Presiden R.I. No -

. Bakolak Inpres 6 Tahun 1971,

Penjelasan tentang :

1. Ordonznsi tanggal 9 Deseinber

Tindak Pidana Umm Nomor :
267 /E/Ept/8/1988 tentang Pedo
man Tuntutan Pidana Narkotika.

tentang Tuntutan Pidana yang
pelakunya muda usia.

tentang Penuntutan terhadap
anak. '

c.q.Jaksa Agung Muda Bidang -
Pembinaan Nomor : SE-003/B/

B.5/8/1988 tanggal 6 Agustus
1988 tentang Penyelesaian Ba

Tang Rampasan.

mor & Tahun 1971.

mengenai :

Kedudukan dan tugas pokok.
. Fungsi.

. Organisasi.

. Hasil yang telzh dicapai-
khususnya di bidang nar-
kotika dan obat berbahaya
lainnya.

Lo o

1949 tentang Bahan-bahan ber

bahava (Stb. No. 377 Tahun -
1949y :

10

10
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Ordonansi Obat-obat Keras
Stb. 1937 No. 641.

Meningkatkan penguasaan dan pe
mahaman tentang ketentuan obat
obat keras. o

a. Tindak Pidana yang dila -
Tang.

b. Badan Hukum (recht persoon)
sebagai pelaku Tindak Pi-
dana.

2. Peraturan Menteri Kesehatan

.RI Nomor : 453/MEN KES/PER/

;X1/1983 tentang Bahan Berba

haya. B

a. Ketentuan Umm.

b. Klasifikasi Bahan Berba-

haya.

c. Produksi, Impor dan Pere-
daran Bahan Berbahaya.
Wajib Daftar.

. Larangan.
Daftar Lampiran tentang
Bahan Berbahaya.

o p

Penjelasan tentang :

1. Undang-Undang Obat Keras.
(Stb. Nomor 419 tanggal 22
Desember 1949 : .
a. Pengertian-pengertian.
b. Larangan dan ancaman pi-

dana.
c. Komisi cobat-obatan.

2. Daftar Obat Keras sebagaima
na termuat dalam : -

a. Surat Keputusan Menteri
Kesehatan RI tanggal 25
Juni 1962 Nomor : 633/Ph/
62/b.

b. Surat Keputusan Direktur-
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Minuman Keras

Meningkatkan penguasaan dan pe
mahaman tentang minuman atau -
makanan yang mengandung bahan-
etanol.

c. Surat Keputusan Menteri Kese

Penjelasan tentang :
b

~

. Peraturan Menteri Kesehatan
RI Nomor _. 59/Men Kes/Per/ |

l
]
Jendral Farmasi Departemen -!

Kesehatan RI tanggal 18 Juni .
1968 No. 2669/Dir.Jen/SK/€S.

hatan RI tanggal 29 Agustus
1973 No. 8903/A/SK/1973.

Peraturan Menteri Kesehatan
RI Nomor : 86/Men Kes/Per/IV/
1977

a. Pengertian- pengertlan an-
raflain

- Minuman Keras golongan
- ﬁinuman Keras Golongan
- ﬁinuman Keras Golongan
- gén lain-lain.

b. Syarat-syarat produsen,
Importir, pedagang besar,
penyalur, pengecer dan
penjual minuman keras.

c. Tata cara peredaran mi-
numan keras.

d. Larangan dan Penindakan.

II/1982 téntang Larangan Pe-
redaran Produk51 dan hbnnlmJ
por Minuman Keras Yang Tidak
terdaftar Pada Departemen Ke
sehatan :

=

a. Beberapa pengertian.
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KELOMPOK PENDUKUNG

Tindak Pidana Subversi.

Peranan dan Fungsi Intel
ijen Kejaksaan dalam rang
ka mendukung Operasi Yus-

tisi.

| Yurisprudensi tentang Tin
i dak Pidana Narkotika,

Meningkatkan penguasaan dan pe-
mzhaman tentang peraturan Tin -
dak Pidana Subversi.

Meningkatkan penguasaan dan pe-
mahaman tentang fungsi Inteli -
jen yaitu LID, PAM, GAL dalam -
keberhasilan penegakan hukuim

Meningkatkan penguasaan dan pe-
mahaman tentang berbagai Yuris-

! prudensi mengenai Tindak Pidana

Narkotika untuk digunakan seba-
gal pedoman dan landasan hukum
dalam menghadapl permasalahan -

yang sama.

b. Mimuman keras sebagai ba-
han berbahaya.

¢. Larangan dan ancaman hu -
kuman.

1. UU No.11/PNPS/1963 tentang
Tindak Pidana Subversi.

2. Bentuk-bentuk, Cara, Sasar-
an Tehnik Subversi.

3. Segi-segi Hukum'yang menyang
kut Tindak Pidana Subversi.]

4. Tindak Pidana Subversi di-
kaitkan dengan Tindak Pida
na Narkotika. -

1. Pengertian mengenai Inteli-
jen secara ummn.

2, Pengertian dan hakekat In -
telijen Kejaksaan. -

(3 ]

. Kedudukan, Tugas pokok, fung
si (peranan) dan ruang ling-
kup Intelijen Kejaksaan.

1. Pokok-pokok Kebijaksanaan
Jaksa Agung R.I. tanggal 21
April 1988 bidang Intelijen.

Penjelasan berbagai Yurispru -
densi mengenai Tindak Pidana -
Narkotika.




« . 1 ,
2 3 4 ;‘ 5 7
= r
!
Praktek Lapangan Melihat secara dekat unit-unit | Kunjungan kerja ke : i
perawatan dan rehabilitasi kor o gt :
o narkotika. 1. R.S. Fatmawati.
2, Wisma Parmadi Siwi.
3. Lembaga Ketergantungan Obat
GLK.O ).
Hukum Lingkungan Memberikan dasar pengetahuan - 1. Pengertian Lingkungan Hidup 2
: dan pengertian tentang masalah serta pokok-pokok persoalan
lingkungan hidup dan asas-asas nya.
penegakan. hukummya. 2. Upaya penindakan dalam pene
gakan hukumnya.
Tugas Mandiri
( Pembuatan Kertas
Kerja ).
SEMINAR 10

10
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CERAMAH :

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESTA.
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.
.KAPOLRI.

KABAKTIN.

JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN,

JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM.
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN,

~N Y it B W N

. 134

10

26

260




v . . LAPIRS™ TI : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONEST,
N NOMOR ™ . KEP-002/7.3/1/1992,
TANGGAL : 13 JANUART 1992,
DAFTAR PARA-WIDYAISWARA / PENGAJAR DAN MATA PELAJARAN
BESERTA JUMLAH JAM PELAJARAN PADA PENATARAN JAKSA KHU ’
SUS NARKOTIKA TAHUN 1991 / 1992. . -
XO. NAMA PANGKAT MATA  PELAJARAN JIMLAH IAM. | 1eprep g
! S e T PELAJARAN :
1 5 IUUTT e e 4 c 6-
1. H.F. DIMYATI, SH. WIDYAISWARA UTAMA :MUDX. AGAMA DAN BUDI PEKERTI 6
2. T.A. RAGHMAN, SH. | WIDYATSWARA UTAMA P4, UUD 1945, GBHN DAN DOKTRIN KEJAKSAAN. 10
f . PERATURAN URUSAN DALAM KEJAKSAAN (PUDK). 6
3. R.M. SIMATUPANG, SH. WIDYATSWARA UTAMA MADYA * DINAMIKA KELOMPOK. 10
4. ‘H. SCEWARNO, SH. WIDYAISWARA UTAMA MADYA © POLA MEMBINA RASA KEADILAN.
5. 'MATGAKLIN. : . PBB. PPM DAN TUM.
6. ERNIST PANJAITAN, SH. JAKSA UTAMA MUDA UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1976 TENTANG NARKOTIKA. 12
- PETA KRIMINIL TENTANG NARKOTIKA. 10
POLA OPERAST PENYELESATAN PERKARA NARKOTIKA. 10
PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA EKSEKUSI BARANG BUKTI
PERKARA NARKOTIKA. 10
YURISPRUDENSI TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA. 8
PRAKTEK LAPANGAN. , 18
7. A.M. NAINGGOLAN, SH. JARSA UTAMA PRATAMA. UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1976 TENTANG PENGESAH-
: AN KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA 1976 BESERTA PROTO
KOL YANG MENGUBAHNYA. _ = 10
8. DIRJEN PENGAIWASAN OBAT DAN MAKAM- PENGERTIAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPTKA. 10
AV ( POM) DEPARTEMEN KESEHATAN, UNSUR-UNSUR XANDUNGAN DART DPADA NARKOTIKA DAN :
PSIKOTROPIKA. 10




1 2 3 B 5

ORDONANST BAHAN-BAHAN BERBAHAYA TAHUN 1949, 10

ORDONANSI OBAT-OBAT KERAS STB. 1937 NO. 641. 10

MINUMAN KERAS. 10

9. DIREKTUR RESERSE MABES POLRI. SEJARAH NARKOTIKA. 10

PENGENALAN J.ENIS-JENIS_ NARKOTIKA DAN OBAT BERBAHAYA. 10

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SERTA AKIBATNYA. 10

0, BAKOLAK INPRES NO. 6 TAHUN 1971. %;AGKN-I-LA.\'GKAH PENENGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKO i

BAKOLAK INPRES NOMOR. 6 TAHUN 1971. 10

. £ DR. ANDI HAMZAH, SH. JAKSA UTAMA MADYA. TINDAK PIDANA SUBVERSI. 8
B SOEROTO, SH. JAKSA UTAMA MUDA. PERANAN DAN FUNGSI INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM RANGKA

MENDUKUNG OPERASI YUSTISI. 8

=¥ SOEMARSONGKO HADI, SH. WIDYATSWARA UTAMA MADYA HUKUM LINGKUNGAN. 6

TUGAS MANDIRI 8

SEMINAR. 10

/ ‘

8INGGIN, S

A AGUNG REPUBLIK INDONESIA,




A,

SENIN

KAMIS

04.30 -

05.00
05.30
06.30
07.00
07.20
08.00
08.40
09.20
10.00
10,15
10.55
1135
12515
12,55

16.00
16.40
17.20
18.00
19,30

JUM'AT - SABTU

05.30
06.30
07.00
07.20
08.00
08.40
09.20
10.00
10.15
10.55
11.35
12,15
12,55
16.00

16.40
17.20
18.00
19.30
20.20

a., JUIM'AT -

b. SABTU

LAMPIRAN . TII: KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-002/J.A/1/1992,
TANGGAL : 13 JANUART 1992,

JADWAL KEGIATAN SEHARI-HARI PESERTA PENATARAN
JAKSA KHUSUS NARKOTIKA TAHUN 1991/1992

- = = = = = e S S S A e S e e e e R e e e e e = =

: Bangun pagi

: Senam pagi

: Persiapan

: Makan pagi

: Apel mulai belajar
: Jam pelajaran 1

: Jam pelajaran 11

: Jam pelajaran I11

: Jam pelajaran IV

: Istirahat (makanan kecil)
: Jam pelajaran V

: Jam pelajaran VI

: Jam pelajaran VII
: Jam pelajaran VIII

: Istirahat (sholat dzuhur, makan-
siang dan sholat ashar)

: Jam pelajaran IX

: Jam pelajaran X

: Istirahat (sholat maghrib)
: Makan malam

¢ Apel malam

: Jam pelajaran pagi - siang dari jam 07.20 sampai jam 11.35 WIB

Sore - malam seperti biasa.

: Jam pelajaran pagi - siang dan sore samapi jam 16.00 WIB,




Gaji / Upah ( 01 )

LAMPTIRAN 1V :
NOMOR
TANGGAL

: KEP=-002/J.B/
: 13 JANUARI

1/3992,
1992,

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESTA

ANGGARAN BTIAYA PENATARAN JAKSA KHUSUS

NARKOTIKA 30 ORANG SELAMA 1 ( SATU ) BULAN

- Panitia Penyelenggara : 5 orang x 1 x Rp.25.000,- = Rp.  125.000,-
Honorarium Tenaga Tehnis :
- Honorarium Pengajar 260 jam x Rp.6.000,-......... = Rp. 1.560.000,-
- Honorarium Penceramah 7 orang x Rp.30.000,-...... = Rp. 210.000,-
= Bia}’a Ujian 30 Orallg X @020.000,_--100¢0 ------ TR Rp- 600-000,—
- Uang Saku peserta 30 orang x 1 bln x Rp.22.500,- = Rp. 675.000,-
ls-ﬂllan ! 03) LR B B B B B B B I B I B R B R B B B B R O L B B B a8 s e s E e . . - -
- Pembelian kertas HVS, kertas stensil, blok note dl11

pengadaan buku, reproduksi dsbnya, 30 orang...... = Rp. 1:800.000,-
- Biaya asrama, makan, minum, makanan kecil, konsumsi

pengajar 30 orang X 30 hr x Rp.6.500,-..seeessss. = Rp.. 5.850.000,-
- Biaya Pembukaan dan Penutupan Penataran ..... oo = Rpy 12005000, -
- Tanda Pengenal peserta 30 org x Rp.2.000,-....... = Rp. 60.000,-
—Atribute-llll......ll".l. llllllll ‘l.l.ll.zmo 120‘000’-
_Praktek Laparlga-rl.liit.lll..l.lQ llllll LR B B =@. 280.000,-
- Kesehatan/Pengobatan/0lah raga...ceeevscsssanss .. = Rp. 75.000,-
- Scrtifikat 30 Org X RP.Z.OOO,“.........--.-.----. = Rl_)- 60.000,_
- Laporan dokumentasi, publikasi ...cecveeeececanns =.Rp..  150.000,-
Biaya Perjalanan ( 05 Jeeecesoscocessccsccnnes To o 5idia s S 4RSS EHOD NS AN S0 e
- Biaya Perjalanan Peserta ( PP ) cocessescsnnse T+. = Rp. 8.700.000,~
- Transport Pengajar 5 x 24 hr x Rp.5.000,-........ = Rp.  600.000,-

Rp.

--------

.. Rp.

Jumlah 01 +403 +°05

G Em,

3,130,000,

8.595.000,

9.300.000,

SH

21,065,000,



LAMPIRAN V : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-002/7.A/1/1992,

TANGGAL- : 13 JANUARI 1992,

SEMINAR PENATARAN JAKSA KHUSUS KEPERDATAAN
TAHUN 1991/1992

1. PENYELAMATAN KEKAYAAN/KEUANGAN NEGARA MELALUI GUGATAN.PERDATA.

2. PERANAN KEJAKSAAN DALAM PELESTARIAN LI\GKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20
UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 1982,

3. IMPLEMENTASI PASAL 1365 KUH PERDATA DALAM TUNTUTAN GANTI RUGI.




* _AFTAR KURIKULUM, SYLABUS DAN JUMLAH
JAM PELAJARAN PADA PENATARAN

JAKSA

LAMPIRAN V :

INDONESIA

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUR

. KEP-002/J.A/1/1992.
KHUSUS KEPERDATAAN TAHUN 1991/1992. NERRE O,
e L S : TANGGAL 13 JANUARI 1992,
NO. MATA  PELAJARAN TUJUAN PELAJARAN TS A Belles KULIAH | DISKUSI| SEMINAR! GLADL/ | JUMLY
P. LAP. {JAM
1
1 2 3 4 . 5 6 7 8 9
i3 KELOMPOK DASAR
1. Agama dan Budi Pekerti. f-ienanam arti pentingnya sikap mo- 1. Agama-agama yang diakui di 2 4 6
ral bagi para Jaksa/Pejabat Kejak Indonesia.
saan dalam pelaksanaan tugasnya - : : 2 2
sebagai alat Negara dan Penegak - . Moralitas budi pekerti,
Hukum, : 3. Moralitas Mental.
2 P4, UUD 1945, GBHN dan Menanamkan pengertian tentang Pan | 1. Hubungan Pancasila, UUD 1945 4 6 10
Doktrin Kejaksaan, casila sebagai Dasar Negara, Pan- dan GBHN,
dangan hidup dan Kepribadian Bang :
sa Indonesia dan peranan Kejaksaan 2y Pexmnan Ke;akgaan dalan mengs
mankan Pancasila, UUD 1945 dan
dalam mengamankan serta mengamal- GEHN
kan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN. ’
3. Pengertian Doktrin Tri Krama
Memberikan pemahaman tentang isi Adhyaksa serta peranannya da -
Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyak lam pelaksanaan penegakan hu-
sa sehingga para siswa memiliki kum,
jiwa kesetiaan terhadap Pancasila, g ¢ |5 5
UUD 1945, KORPS dan Pimpinan, ju - | 4 Xaitan Tri frana Adhyzksa de
jur kepada Tuhan Yang Maha Esa, - g P P & SuEsel ]
| jujur pada diri sendiri dan sesa - i
[ ma serta bijaksana dalam menjalan | ;
| kan tugas. f
| | i
- ; Dinamika Kelompok. Melatih mengembangkan keterampilan { 1, Pengertian kepekaan terhadap 10 {10
{ berhubungan dengan manusia (human | diri dan kepada orang lain. { |
! skill). ; _ : 4 !
{ e 2. Keterampilan yang diperlukan ! ! 7 |
E ! dalam kerjasama kelompok, pem | E
; ! binaan solidaritas dan sikap i



J

- Pola Membina Rasa Keadilan.

Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan.

(P EDET.

Menanamkan pengertian dan pema-
haman tentang keadilan dan hal-

hal penting yang perlu diperha-

tikan dalam memberikan argumen-
tasi tinggi/rendahnya tuntutan

_pldana

Membina agar setiap warga Kejak

saan memahami dan menghayati ra
sa keadilan yang tumbuh dalam -
masyarakat sebagai ujung tombak
aplikasinya bagi Kejaksaan ada-
lah pada pekerjaan Jaksa P.U., -
pada bagian Requsitoir.

Melatih kemampuan, memberikan -
argumentasi tentang tinggi / ren
dahnya tuntutan pidana.

Menanamkan pengertian dan pema-
haman tentang Peraturan Urusan

Dalam Kejaksaan dalam rangka -
mewujudkan peningkatan penegak-
an pembinaan, pemeliharaan disi
plin, ketertiban keamanan dan -
kesejahteraan pegawai diling -

kungan Kejaksaan.

Argumentasi dalam menyampai-
kan tuntutan keadilan,

Hukum dan keadilan.

Cara-cara menangkap rasa ke-
adilan masyarakat.

Hal-hal penting yang perlu
diperhatikan dalam memberi -
kan argumentasi tinggi/ren -
dahnya tuntutan pidana se -
hingga masyarakat menerima
sebagai hal yang patut/wajar|

KEPJA RI. No.KEP-091/JA/11/
1990 tentang Peraturan Urus
an Dalam Kejaksaan.R,I.

Petunjuk pelaksanaan No. JUK
LAK-002/B/11/1990 tentang
Peraturan Urusan Dalam Kejak
saan R.I.

KEPJA R,I, No.KEP-005/JA/1/
1989 tentang Hubungan Masya-
rakat dan Protokol.

Surat Edaran Jaksa Agung R.I
No. SE-006/JA/8/1990 ten -
tang Petunjuk Pelaksanaan -
Tugas-tugas Hubungan Masya-
rakat dalam lingkungan Ke -
jaksaan R.I.




Kejaksaan mewakili Pemerintah
dalam perkara perdata.

Meningkatkan penguasaan dan pe
mahaman tentang tugas dan Kewe
nangan Kejakszan wmtuk mewakili .
Pemerintah dalam perkara perda-
ta.

1 2 3 4
6. .PBB, PPM dan TUM. Untuk menanamkan budaya dalam 1. PBB
) ‘tata cara kehidupan di dalam -

‘?elaksanaan tugas maupun kehi- a). Gerakan di tempat tanpa
-dupen sehari-hari yang diarah senjata.
kan pada terbentuknya suatu -
-‘watak dalam suatu wujud keta - b). Perubahan arah.
-hanan mental/physik, sikap peri c). Gerakan berjalan tanpa
laku yang korek dan disiplin - - senjata.
yang tinggi sehingga dapat me= |~
numbuhkan wibawa. -
: 2..PPM

a). Penghormatan Perorang-
an tanpa senjata,

b) . Penghormatan rombongan
pasukan/kelompok dalam
keadaan berjalan,

¢). Penghormatan biasa se-
bagai pengganti peng -

_ hormatan kebesaran.

d). Penyampaian Laporan.

3, TUM
Rencana Upacara.
11, KELOMPOK TEHNIS

Stb, 1922 Nomor 522

a, Pengertian tentang Penga -
cara Negara; jenis serta
persyaratannya..’

b, Pengertian Pemerintah/Nega
ra sebagai pihak dalam per
kara perdata.

10
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Tata Laksana Bantuan Hukum oleh
Kejaksaan,

Meningkatkan penguasaan dan
pemahaman tentang mekanisme -
pemberian bantuan hukum dalam
hal Kejaksaan mewakili Pemerin
tah dalam perkara perdata,

c. Jaksa selaku Pengacara Ne-
gara mewakili Pemerintah -
baik selaku Tergugat mau -
pun Penggugat.

d, Penguasa yang berwenang un
© tuk meminta bantua-n hukum
Kejaksaan,

e. Wakil Pemerintah dalam hal
"~ Hakim memerintahkan Peme -
rintah tampil sendiri,

f. Beberapa contoh kasus per-
kara perdata yang pernah -
diwakili Kejaksaan untuk -
bahan diskusi,

Instruksi Jaksa Agung RI tang-
gal 29 Mei 1985 Nomor : INS-03/
Pidum/5/1985 tentang Tata Lak-
sana Bantuan Hukum,

a. Permintaan bantuan hukum -

oleh Instansi Pemerintah be_

serta persyaratan lainnya.

b. Surat kuasa khusus dengan -
hak substitusi,

c. Hal-hal yang perlu diketahui
dalam persidangan Pengadilan
Negeri,

d: Banding.
O - A S

f. Model surat dan penggunaan -
nya,

1(
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- Hukum Perdata Tentang Orang.

: Hukum Perdata Tentang Kebendaan.

Hukum Perdata Tentang Perikatan,

- Meningkatkan penguasaan dan -
- pemahaman mengenai ketentuan
. Hukum Perdata Tentang Orang,

- Meningkatkan penguasaan dan
- pemahaman mengenai ketentuan
Hukum Perdata tentang Keben-

daan,

Meningkatkan penguasaan dan -
pemahaman mengenai ketentuan
Hukum Perdata tentang Perikat

3
|

BUKU KESATU KUH PERDATA :

a.

1s

. Hak Cipta ( UU No.6 Tahun

. BUKU KETIGA KUH PERDATA :

Tentang menikmati dan ke -
hilangan hak-hak kewargaan,

Akta-akta catatan sipil,

Tentang tempat tinggal -
atau domisili,

Pengampuan,

BUKU KEDUA KUH PERDATA :

a. Pengertian kebendaan
pada umumnya.

b. Cara membedakan kebendE
an,

c. Kedudukan berkuasa (be-
zit) dan hak-hak yang
timbul karenanya,

d. Hak milik dan cara mem-
perolehnya,

e. Pewarisan dan Surat Wa-
siat.

f. Gadai dan Hipotik,

1982 ).
Hak Patent,

a, Tentang perikatan umumnyal,

b. Perikatan yang dilahir -

(@)Y

10

10

10



Hukum Perdata Internasional,

Meningkatkan penguasaan dan pe
mahaman tentang teori-teori -
umum Hukum Perdata Internasio-
nal beserta penerapannya dalam
praktek.

c.

ds

B

a‘
b.

C-

(B9 ]

‘kan dari kontrak atau pér;

. Jual beli, Tukar menukar

. Téntang Pemberian kuasa.

. Pengertian Hukum Antar Tata
. Titik Pertalian Hukum Antar
. Prinsip untuk menentukan -

. Masalah penunjukan kembali

janjian,

Perikatan yang dilahirkan-
dari Undang-undang.
Wanprestasi.

Hapusnya pefikatan.

dan Sewa menyewa,
Kredit Perbankan,
Perseroan dan Perkumpulan,

Persetujuan untung-untungan)

Panitia Urusan Piutang Ne-
gara (PUPN) dan Badan Urus
an Piutang Negara (BUPN) -
KEPPRES No.11 Tahun 1976

Kedudukan dan tugas.
Susunan Organisasi.

Pengangkatan dan Pember -
hentian,

Tata Kerja.

Hukum,
Tata Hukum,

status personil sesorang.

(Renvoi) dan Kualifikasi,

10



kepaditdtan,

Balai Harta Peninggalan,

Meningkatkan penguasaan dan pe-
mahaman tentang peraturan kepa-
ilitan terutama yang menyangkut
tugas dan kewenangan Kejaksaan,

Meningkatkan penguasaan dan pe
mahaman tentang tugas dan peker
jaan Balai Harta Peninggalan -
terutama yang berkaitan dengan
tugas dan kewenangan Kejaksaan
dibidang keperdataan,

¥7. Sumber-sumber Hukum Perdata

:8. Arbitrase,

Peraturan Kepailitan (Faillise

217 jo Stb. 1906-348 :

‘a, Peraturan kepailitan dan -

b. Kaitan tugas dan pekerjaan

5. Wewenang untuk memilih hu-
kum dan batas-batasnya,

6. Pemakaian Hukum Asing dan
pengecualiannya,

Internasional,

ment verordening) Stb, 1905-

lingkup berlakunya,

b. Pernyataan pailit atas tun
tutan Jaksa,

c. Tata cara persidangan pe -
ngadilan tentang kepailit-
an,

d. Penyanderaan serta pelak -
sanaannya oleh Kejaksaan,

€. Akibat pernyataan pailit,
f. Upaya Hukum,

Ordonansi 5 Oktober 1872 Stb.
1872 Nomor 166 :

a. Tugas dan pekerjaan Balai
Harta Peninggalan,

Balai Harta Peninggalan de
ngan tugas Kejaksaan,

e R N

10

10



dan kontra memori kasasi,

1 2 4
9. Undang-undang tentang Perkawinan. Meningkatkan penguasaan dan pe- | 1. Undang-undang Nomor 1 Ta - 10
mahaman mengenai ketentuan um - hun 1974 tentang Perkawin
dang-undang tentang Perkawinan an,
-ﬂ? Indonesia., a, Menjelaskan ketentuan - |{.
dalam Bab I s/d Bab XIV.
b. Prinsip-prinsip yang -
terdapat dalam UU NO.1
Tahun 1974.
"2, Peraturan Pemerintah No.,9
Tahun 1975 tentang Pelak -
sanaan UU No.1l Tahun 1974
tentang Perkawinan,
10...} . Praktek Lapangan, Agar para. siswa memiliki kete-
‘ rampilan untuk mengaplikasikan
pelajaran yang telah diberikan
sehingga mampu bertindak seba-
gai penggugat maupun tergugat-
. dihadapan Pengadilan.
Praktek tentang mekanisme per
sidangan peradilan perdata :
a. Cara membuat dan memasukan 8
gugatan,
b. Cara membuat jawaban.
c. Cara membuat memori banding
dan kontra memori banding -
d. 'Cara membuat memori kasasi- 8
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- KELOMPOK PENDUKUNG :

. Peranan dan Fungsi Intelijen
dalam rangka menunjang tugas
dan kewenangan Kejaksaan di
bidang keperdataan.

Perbuatan Melawan Hukum.

Ganti Kerugian dan Praperadilan,

‘Meningkatkan penguasaan dan pe-
"mahaman tentang fungsi inteli -
‘jen yaitu LID, PAM, GAL dalam
.keberhasilan pelaksanaan tugas
‘dan kewenangan Kejaksaan dibi -
‘dang keperdataan,

Meningkatkan penguasaan dan pe-

mahaman tentang pengertian per-
buatan melawan hukum sebagai -
syarat yang harus dipenuhi da -
lam mengajukan tuntutan ganti -
kerugian dihadapan Pengadilan,

Meningkatkan penguasaan dan pe-
mahaman tentang tata cara dan -
pelaksanaan ganti kerugian aki-
bat tidak syahnya penangkapan -
atau penahanan atau akibat syah
nya penghentian penyidikan atau

1: Pengertian mengenai Inteli-
. jen secara umum,

é. Pengertian dan hakekat In -
© telijen Kejaksaan,

3, Kedudukan, tugas pokok, fung
- si (peranan) dan ruang ling-
kup Intelijen Kejaksaan.

4, Doktrin Intelijen Kejaksaan.

5. Pokok-pokok Kebijaksanaan -
Jaksa Agung RI tanggal 21 -
April 1988 bidang Intelijen,

a, Pengertian perbuatan mela -
wan hukum,

b. Dasar-dasar pembenar perbuat
an melawan hukum, i

c. Tuntutan-tuntutan yang dapat
didasarkan pada pasal 1365
KUH Perdata,

d. Tanggung gugat.

e, Perbuatan melawan hukum
oleh Penguasa.

UU No.8 Tahun 1981 tentang Hu-
kum Acara Pidana :

a. Acara Pemeriksaan Praper -
adilan,

b. Kejaksaan sebagai pihak ser
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- Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Pokok Agraria dan

Masalah Pertanahan.

penuntutan atau dikenakan tin-

~dakan lain tanpa alasan yang -
.berdasar undang-undang atau -
"karena kekeliruan mengenai -
.orang atau hukum yang diterap-
"kan yang diperiksa dan diputus
" disidang Praperadilan,

‘Meningkatkan penguasaan dan pe
‘mahaman mengenai peraturan ten
“tang Peradilan Tata Usaha Ne -
‘gara sehingga lebih mampu mena

ngani sengketa Tata Usaha Nega
PRy

Meningkatkan penguasaamr dan pe
mahaman tentang ketentuan Un -
dang-undang Pokok Agraria serta
berbagai permanglahan mengenai
pertanahan,

ta kuasa yang diperlukan,

an,
d. Besarnya ganti kerugian,

e. Eksekusi putusan Praperadil-
an,

UU No. 5 Tahun 1986 LN, 1986-

a. Beberapa pengertian dan ba-
tasan,

b; Susunan Pengadilan Tata Usa
ha Negara;

c. Kekuasaan Pengadilan Tata -
Usaha Negaras

d. Hukum Acara.
e. Alasan dan syarat gugatan,
f. Alat bukti,
g. Upaya Hukum,

h, Pelaksanaan Putusan Penga -
dilan,

UU No.5 Tahun 1960

a, Dasar-dasar dan ketentuan -
pokok,

b. Penjelasan mengenai hak-hak
atas tanah dan hak-hak atas
air dan ruang angkasa ser-
ta luas maksimum dan minimum
vang diperkenankan,

| €. Pengalihan hak atas tanah,

c. Alasan tuntutan ganti kerugi |
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- Gugatan Perdata sehubungan Pasal
_ 34 C UU No, 3 Tahun 1971.

Surat Gugatan dan Jawaban.

‘Meningkatkan penguasaan dan -
- pemzhaman tentang pelaksanaan

gugatan perdata mengenai pem-
bayaran uang pengganti yang -
diatur dalam pasal 34 C UU No.
3 Tahun 1971 tentang Pemberan
tasan Tindak Pidana Korupsi.™

Meningkatkan penguasaan, pema-
haman dan keterampilan menge -
nai cara membuat, memasukkan,
mencabut atau merubah gugatan
serta cara membuat jawaban dan
gugat balik,

d.

Pendaftaran tanah,

~e. Pasal-pasal yang mengan -

dung perumusan delik dan
sanksi pidana.

Pencabutan hak atas tanah
berdasarkan kepentingan -
umum,

. Masalah pertanahan yang P

aktual.

. Pasal 34 C UU No.3 Tahun

1971 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

SEJA Nomor : SE-004/JA/8/
1988 tentang Pelaksanaan

Pidana Tambahan Pembayar-
an Uang Pengganti ( Pasal
34 Sub C Undang-Undang No
mor 3 Tahun 1971 ). 0

Fatwa Mahkamah Agung No.
37/FM/88/66/Pid tanggal
12 Januari 1988,

Surat Edaran Mahkamah A -
gung No.4 Tahun 1988 tan-
gal 7 Juli 1988 tentang
Eksekusi terhadap Hukuman
Tambahan Pembayaran Uang
Pengganti.

. HIR ( S.1941-44 ) Sepan-

jang mengenai hukum acara
perdata.

R.Bg. (5.1927-227) Sepan-
jang mengenai hukum aca-
ra perdata.




. Pembuktian dan Daluwarsa,

Upaya Hukum.

Hukum Lingkungan.

Meningkatkan penguasaan, pema-
haman dan keterampilan tentang

tata cara pembuktian sesuatu -
hak atau peristiwa didepan Pe-
ngadilan Perdata serta penggu-
naan daluwarsa sebagai alat un
tuk memperoleh sesuatu atau un
tuk dibebaskan dari suatu per-
ijkatan dengan lewatnya suatu -
waktu tertentu.

Meningkatkan penguasaan, pema-
haman serta keterampilan ten -
tang penggunaan upaya hukum da
lam proses persidangan perkara
perdata. '

Memberikan dasar pengetahuan dar
pengertian tentang masalah ling-
kungan hidup dan asas-asas pe -
negakan hukumnya.

Tentang :

a. Cara membuat dan memasuk
an gugatan,

b. Mencabut atau merubah -
gugatan,

¢. Membuat jawaban.

.. d. Gugat balik (Gugat Rekon
vensi)

e. Eksepsi.

1. BUKU KEEMPAT KUH PERDATA :

a, Jenis alat bukti dan pen
jelasannya.

b. Tentang Daluwarsa.

2. HIR (S.1941-44) dan R.Bg.
(5.1927-227) mengenai pem-
buktian dan Daluwarsa.

HIR ( S.1941-44 ) dan R.Bg.
(5.1927-277) tentang :

a, Perlawanan.

b. Memori Banding dan Kontra
Memori Banding.

c. Memori Kasasi dan Kontra
Memori Kasasi.

d. Peninjauan kembali.

1. Pengertian Lingkungan Hidup
serta pokok-pokok persoalan-
nya.

Upaya penindakan dalam pene-
gakan hukumnya.

(3]

|

[ ]
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11.

Tugas Mandiri
( Pembuatan Kertas
Kerja )

SEMINAR

CERAMAH - CERAMAH

[« T ¥ B - VO S

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN

JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN

. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM
JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN

KETUA MUDA BIDANG PERDATA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA '

7. KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

10

10

JUMLAH

----------

88 122

10

40

60

SINGGTH, SH
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LAMPIRAY VI : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-002/3.A/1/1992,
TANGGAL : 13 JANUARI 1992,

DAFTAR PARA WIDYAISWARA / PENGAJAR DAN MATA PELAJARAN
BESERTA JUMLAH JAM PELAJARAN PADA PENATARAN JAKSA KHU
SUS KEPERDATAAN TAHUN 1991 / 1992.

NO. NAMA PANGKAT © MATA  PELAJARAN e KETERANGAN
1.| H.F. DIMYATI, SH Widyaiswara Utama Muda e Agama dan Budi Pekerti. . 6
2.| T.A. RACHMAN, SH - Widyaiswara Utama - P4, UUD 1945, GBHN dan Doktrin Kejaksaan. 10

= Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan (PUDK) 6
- Hukum Perdata tentang Perikatan. 10
3.] R.M. SIMATUPANG, SH Widyaiswara Utama Madya . - Dinamika Kelompok : 10
- - Undang-Undang tentang Perkawinan. : 10
4. H. SOENWARNO, SH Widyaiswara Utama Madya Pola Membina Rasa Keadilan. 6
5. MATGAKLIN PBB, PPM dan TUM 1
6.| SAMUEL HORO, SH Widyaiswara Utama Madya - Kejaksaan Mewakili Pemerintah dalam Per 10

kara Perdata. =
- Gugatan Perdata sehubungan pasal 34 C 8

UU No. 3 Tahun 1971.

- Surat Gugatan dan Jawaban 8
- Upaya Hukum 8
- Praktek Lapangan. 32
7.1 M. HANAFI ASMAWIE, SH Widyaiswara Utama Madya Ganti Kerugian dan Praperadilan. 8
8. R. DODY M. DJAKARIA, SH Widyaiswara Utama Madya Tata Laksana Bantuan Hukum oleh Kejaksaan. 10




2 3 4 5
9. M. AMIN RAIS, SH Widyaiswara Utama Muda Undang-Undang Pokok Agraria dan Masa- 8
lah Pertanahan. _
10. FARIDA D.T. DJAMIN, SH Jaksa Utama Muda - Balai Harta Peninggalan. 10
- Hukum Perdata Internasional. 10
10 U.1: - Perbuatan Melawan Hukum. 8
-Kepailitan 10
- Hukum Perdata tentang Kebendaan. 10
12, MAHKAMAH AGUNG R.I. Peradilan Tata Usaha Negara. 8
13, PENGADILAN NEGERI JAKARTA - Pembuktian dan Daluwarsa. 8
SELATAN. - = Hukum Perdata tentang Orang. 10
14. INTEL ‘Peranan dan Fungsi Intelijen dalam - 8
. -rangka menunjang tugas dan kewenangan
: Kejaksaan di bidang Keperdataan.
15, SOEMARSONGKO HADI, SH Jaksa Utama Madya ‘Hukum Lingkungan. ; 6
. TUGAS MANDIRI ( Pembuatan Kertas - 8
: Kerja )
SEMINAR. 10

INGGIH, SH




A. SENIN - KAMIS :

04,30

05.00 - 05.30
05.30 -, 06,30
06.30 - 07.00
07.00 - 07.20
07.20 - 08.00
08.00 - 08.40
08.40 - 09.20
09.20 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 10.55
10.55 ~ 11355
1135~ 1215
12.15 - 12.55
12.55 = 16,00
16.00 - 16.40
16,40 - 17.20
17.20 --18.00
18,00 - 19.30
19.30 - 20.20

B. JUM'AT - SABTU

a, JUM'AT

b. SABTU

LAMPIRANVII: KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-002/J.A/1/1992,
TANGGAL . 13 JANUARI 1992.

JADWAL KEGIATAN SEHARI-HARI PESERTA PENATARAN
JAKSA KHUSUS KEPERDATAAN TAHUN 1991 / 1992

- e e e S e e e S e e em e e e e

; Bangun pagi

: Senam pagi

: Persiapan

: Makan pagi

: Apel mulai belajar
: Jam pelajaran [

: Jam pelajaran 11

: Jam pelajaran [I[I
: Jam pelajaran 1V

: Istirahat (makanan Kkeeil)
: Jam pelajaran V

: Jam pelajaran VI
: Jam pelajaran VII
: Jam pelajaran VIII

: Istirahat (sholat dzuhur, makan -
siang dan sholat ashar)

: Jam pelajaran IX

: Jam pelajaran X

: Istirahat (sholat maghrib)
: Makan malam

: Apel malam.

: Jam pelajaran pagi - siang dari jam 07.20 sampai jam 11.35 WIB.

Sore - malam seperti biasa.

: Jam pelajaran pagi - siang dan sore sampai jam 16.00 WIB,
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LAMPIRAN VIIE KEPUITUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR + KEP-002/J.A/1/1992,
TANGGAL : 13 JANUARI

1992,

ANGGARAN BIAYA PENATARAN JAKSA KHUSUS KEPERDATAAN
30 ORANG SELAMA 1 ( SATU ) BULAN

S S e e - - - = - -

- Panitia Penyelenggara : 5 orang x 1 x Rp.25.000,- =

[lonorarium Tenaga Tehnis :

Honorarium Pengajar 260 jam X Rp.6.000,=u.0eeee...= Rp.1.560.000,-

llonorarium Penceramah 7 orang x Rp.30.000,-.......=

Biaya Ujian 30 orang x Rp.20.000,-.........ve.e.0.= Rp.  600.000,-

Uang Saku Peserta 30 orang x 1 blm x Rp.22.500,-..=

Zlhan LOS)llll.l.l..ll.‘.ll..l..'ll.l.'l.. lllll

Pembelian kertas HVS, kertas stensil, blok note dll

pengadaan buku, reproduksi dsbnya, 30 orang ..... = Rp.1.800.000,-

Biaya asrama, makan, minum, makanan kecil, konsumsi
pengajar 30 orang X 30 hr X Rp.6.500,.0venven.. =

Biaya Pembukaan dan Penutupan Penataran..........
Tanda Pengenal peserta 30 org x Rp.2.000,-..,.... =
e T
B SEOR TADRHGEI 2 o vis v oot e AV aah o w e b v o ws as &
Kesehatan/Pengobatan/01ah raga..eesesseeeoeceesss
Sertifikat 30 org x BDe2000,=5 cosevsesocnnssssos
Laporan dokumentasi, publikasi .u.ieeeeeesececeses =

Biaya Perjalanan ( 05 )....... sHnebnehiana saase s v sue

Biaya Perjalanan Peserta ( PP ) .vueewecocoscneses® Rp.8.700.000,-

Transport Pengajar 5 x 24 hr x Rp.5.000,-.........=

T T T . Rp. 3.130.000;
Rp. 125.000,-
Rp. 210.000,-
Rp. 675.000,-

sassesesas EX 60 v 00 din sl Rp. 8.595.000,
Rp.5.850.000,-
= Rp. 200.600,-
Rpo 60. 000,-
= Rp. 120.000,-
= Rp. 280.000,-
= Rp., 75.000,-
= Rp. 60.000,-
Rp. 150.000,-

54 ola T T L o7 Rp. 59,300,000,
Rp. 600.000,-

Jusml ah 0 F08ENE i s Rp. 21.065.000,

INGGTIH, 8H




